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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan 

yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam 

Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan  

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 

 SALINAN 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

58); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor  210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
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25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 

Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 

Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan 

Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 

Nomor 9); 

25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7); 

26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan 

Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan 

Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5); 

28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan 

Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12); 

29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2018. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018             

semula berjumlah Rp. 5.544.331.777.406,00 bertambah sejumlah                  

Rp. 63.961.514.579,89 sehingga menjadi Rp. 5.608.293.291.985,89 dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan
a. Semula Rp.
b. Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.

5.182.969.634.011,63       
103.257.221.836,08          

5.286.226.855.847,71      

 

2. Belanja
a. Semula Rp.
b. Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (322.066.436.138,18)        

5.544.331.777.406,00       
63.961.514.579,89            

5.608.293.291.985,89      

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

383.362.143.394,37          
(39.295.707.256,19)           

344.066.436.138,18         
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b. Pengeluaran
1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp.

Rp.

22.000.000.000,00           
322.066.436.138,18         

0,00

22.000.000.000,00            
0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.734.005.738.164,63  
149.354.359.744,08     

1.883.360.097.908,71 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
setelah Perubahan

 

b. Dana Perimbangan 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

2.396.221.853.000,00  
(19.511.351.787,00)      

2.376.710.501.213,00 Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan

 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.052.742.042.847,00  
(26.585.786.121,00)      

1.026.156.256.726,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah setelah Perubahan
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.525.970.677.535,00  
89.300.080.000,00       

1.615.270.757.535,00 Jumlah Pajak Daerah setelah 
Perubahan

 

b. Hasil Retribusi Daerah 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

37.471.040.290,00       
3.301.641.108,00         

40.772.681.398,00      Jumlah Hasil Retribusi Daerah 
setelah Perubahan

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

75.639.486.244,44       
10.258.298.430,42       

85.897.784.674,86      Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan Sah setelah 
Perubahan

 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

94.924.534.095,19       
46.494.340.205,66       

141.418.874.300,85    Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah setelah Perubahan

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

135.665.957.000,00     
0,00

135.665.957.000,00    Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 
Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan
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b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.314.372.147.000,00  
0,00

1.314.372.147.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah 
Perubahan

 

c. Dana Alokasi Khusus  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

946.183.749.000,00     
(19.511.351.787,00)

926.672.397.213,00    Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah 
Perubahan

 
 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

14.827.192.847,00       
0,00

14.827.192.847,00      Jumlah Pendapatan Hibah setelah 
Perubahan

 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.037.250.000.000,00
(26.564.467.571,00)

1.010.685.532.429,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus setelah Perubahan

 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

664.850.000,00
(21.318.550,00)

643.531.450,00Jumlah Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus setelah Perubahan
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Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

2.714.312.157.554,00
9.182.456.676,09

2.723.494.614.230,09Jumlah Belanja Tidak Langsung 
setelah Perubahan

 

b. Belanja Langsung  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

2.830.019.619.852,00
54.779.057.903,80

2.884.798.677.755,80Jumlah Belanja Langsung setelah 
Perubahan

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.335.096.081.593,00
(21.425.539.122,00)

1.313.670.542.471,00Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan

 

b. Belanja Hibah  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

641.512.530.000,00
(4.470.600.000,00)

637.041.930.000,00Jumlah Belanja Hibah setelah 
Perubahan

 

c. Belanja Bantuan Sosial  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

850.000.000,00
0,00

850.000.000,00Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
setelah Perubahan
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d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

634.100.706.274,50
45.103.034.127,80

679.203.740.402,30Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes 
setelah Perubahan

 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan Pemdes 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

83.017.072.931,00
1.041.573.269,00

84.058.646.200,00Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 
kepada Provinsi/ Kab./ Kota dan 
Pemdes setelah Perubahan

 

f. Belanja Tidak Terduga  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

19.735.766.755,50
(11.526.751.598,71)

8.209.015.156,79Jumlah Belanja Tidak Terduga 
setelah Perubahan

 

(3) Belanja Langsung  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

243.860.678.985,00
233.452.132,00

244.094.131.117,00Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan

 

b. Belanja Barang dan Jasa  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.400.423.089.110,00
44.888.485.080,80

1.445.311.574.190,80Jumlah Belanja Belanja Barang dan 
Jasa setelah Perubahan
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c. Belanja Modal 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

1.185.735.851.757,00
10.117.860.691,00

1.195.853.712.448,00Jumlah Belanja Modal setelah 
Perubahan

 
 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

383.362.143.394,37
(39.295.707.256,19)

344.066.436.138,18Jumlah Penerimaan setelah 
Perubahan

 

b. Pengeluaran  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

22.000.000.000,00
0,00

22.000.000.000,00Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubahan

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan: 

a. Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)  

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

383.362.143.394,37
(39.295.707.256,19)

344.066.436.138,18Jumlah Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 
setelah Perubahan

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan: 
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a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Rp.

22.000.000.000,00
0,00

22.000.000.000,00Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah setelah 
Perubahan

 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD; 

2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi SKPD; 

3. Lampiran III : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program 

dan kegiatan; 

5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah 

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan Negara; 

6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan 

per jabatan; 

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah. 
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Pasal  6 

(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk 

belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya, yang pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau 

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur 

dengan Peraturan Gubernur. 
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Pasal  8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 15 Oktober 2018 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 15 Oktober 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

          ttd. 

 

GATOT SAPTADI 

 

 

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 13 

 

NOREG PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 13-251/2018 ) 

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 
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